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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
0. Pengaturan tindak pidana pembunuhan yang dimutilasi di Indonesia belum ada undang-undang maupun peraturan yang secara khusus mengatur tentang kejahatan dengan mutilasi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, tidak ada ketentuan khusus tentang tindak pidana mutilasi tetapi yang ada hanya tentang tindak pidana pembunuhan pada umunya saja sesuai yang diatur dalam Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 KUHP.
0. Faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan dengan mutilasi dalam pandangan ilmu krimonologi dapat dibagi menjadi 2 (dua) faktor, yakin faktor intrinsik (intern) dan faktor ekstrinsik (ekstern). Faktor intrinsik (intern) yaitu: faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak, faktor intellegence, faktor usia, dan faktor jenis kelamin. Sedangkan faktor ekstrinsik (ekstern) yaitu: faktor pendidikan, faktor pergaulan, faktor lingkungan, faktor pekerjaan, dan faktor lemahnya sistem keamanan lingkungan masyarakat.
0. Kebijakan kriminal terhadap tindak pidana pembunuhan mutilasi adalah dengan upaya penal dan non penal. Uupaya penal atau penegakan hukum pidana terdapat proses yang dimulai dari laporan kepada pihak kepolisian, lalu dilakukan penyelidikan, penyidikan dan dilimpahkan kepada kejaksaan, untuk selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan. Hakim dalam persidangan akan memutuskan suatu tindak pidana pembunuhan berencana dengan mutilasi berdasarkan surat dakwaan dan asas keadilan baik bagi pelaku maupun korban. yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi. Upaya non penal antara lain; penyuluhan, pemberian edukasi tentang pencegahan tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi.
B. Saran
1. Hendaknya terdapat suatu ketentuan hukum postif yang mengatur mengenai tindak pidana mutilasi tersebut, oleh karena semakin maraknya pola dan motif tindak pidana tersebut sehingga memerlukan suatu bentuk pengaturan secara khusus, mengingat peraturan yang ada di dalam hukum positif semisal KUHP sendiri tidak menggolongkan secara terperinci mengenai jenis tindak pidana mutilasi baik terhadap korban yang masih hidup maupun pada korban yang berupa mayat. Sehingga kecenderungan penjatuhan sanksi berdasarkan suatu klausula pasal tertentu dalam ketentuan hukum positif dapat saja terjadi dan hal ini belum tentu sebanding dengan jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut. 
2. Perlu adanya kerjasama dari penyidik melalui masyarakat pada umumnya dalam hal mencegah dan menanggulangi terjadinya pembunuhan dengan mutilasi ini, pemerintah dalam hal ini melalui jaksa penuntut umum maupun hakim dapat menuntut maupun menjatuhkan hukuman semaksimal mungkin dan seadil–adilnya pelaku mutilasi dengan berpedoman kepada KUHP dan pengaturan tentang pembunuhan dengan mutilasi di dalam Rancangan Undang–Undang KUHP yang akan datang seharusnya diatur dalam pasal tersendiri, karena pasal yang digunakan sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana pembunuhan dengan mutilasi tidak mencakup kriteria yang ada didalamnya.
3. [bookmark: _GoBack]Kepada masyarakat disarankan untuk berperan serta secara aktif dalam membantu tugas aparat penegak hukum dalam mengungkap pembunuhan berencana, dengan cara bersedia menjadi pelapor atau saksi apabila mengetahui terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana, sehingga proses penegakan hukum akan menjadi lebih optimal di masa yang akan datang.
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